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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN 
KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK 
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG 
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS 

SISTEM KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

 23 JUNI 2020 
 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, pukul 11.48 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu 

1/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 23/PUU-

XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 23/PUU-

XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian Perpu 1/2020 diajukan oleh Prof. Dr. M. 

Sirajuddin Syamsuddin; Prof. Dr. Sri Edi Swasono; Prof. Dr. Hm. Amien Rais, MA; 

Dr. Marwan Batubara; M. Hatta Taliwang; Taufan Maulamin; Dr. Syamsulbalda, 
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SE., MM, MBA; Abdurrahman Syebubakar; M. Ramli Kamidin; Dr. H. MS. Kaban, SE., 

M.Si; Darmayanto; Ir. Gunawan Adji, M.Sc; Indra Wardhana; Dr. Abdullah 

Hehamahua; Adhie M. Masardi; Agus Muhammad Mahsum; Dr. Ahmad Redi, S.H., 

M.H.; Bambang Soetedjo; Dr. Ma’mun Murod; Ir. Indra Adil; Masri Sitanggang, Dr., 

Ir., MP.; Ir. Sayuti Asyathri; Muslim Arbi; dan Roosalina Berlian yang memberikan 

kuasa kepada Prof. Dr. Syaiful bakhri, S.H., M.H., dkk, advokat dan konsultan 

hukum yang selanjutnya disebut Para Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT PERPU 1/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 2 ayat 

(1) huruf ‘a’ angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perpu 1/2020 

yang berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 Perpu 1/2020 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: 

a. Menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama 

masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai 
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; 

2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi 
paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto 
(PDB); dan  

3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 
menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara 
bertahap. 

 
Pasal 27 Perpu 1/2020 

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK 
dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan 
di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang 
keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem 
keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari 
biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan 
merupakan kerugian negara. 

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau 
pegawai Kementerian Keuangan, Bank  Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 
serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, 
tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam 
melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan 
yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 

 
Pasal 28 Perpu 1/2020 

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku: 
1. Ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 178 ayat 

(1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1e) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4962); 

3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), 
Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahu 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4963); 

6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6396); 

11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5872); dan 

12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410),  

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara 
untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 
dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang- Undang ini. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf ‘a’ angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 

28 Perpu 1/2020 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), 

Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat 

(1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 

dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
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E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf ‘a’ angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 

dan Pasal 28 Perpu 1/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.9]  Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 20 

Mei 2020 Mahkamah mengagendakan untuk meminta keterangan kepada 

Presiden dan DPR perihal persetujuan Perpu 1/2020 menjadi undang-

undang. Dalam sidang pemeriksaan tersebut kuasa hukum Presiden 

menerangkan Perpu 1/2020 telah disetujui oleh DPR menjadi undang-

undang.  

Bahwa, menurut kuasa hukum Presiden, Perpu 1/2020 yang mendapat 

persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang dan kemudian telah 

disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya, diundangkan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei 2020 

menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516, selanjutnya disebut UU 2/2020). 

Untuk mendukung keterangan tersebut, kuasa hukum Presiden telah 

menyerahkan dokumen berupa surat dari Kementerian Sekretariat Negara 

Republik Indonesia Nomor B-184/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/05/2020, 

bertanggal 18 Mei 2020, perihal “Permohonan Pengundangan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia”, yang ditujukan kepada Menteri 

Hukum dan HAM up Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum 

tersebut di atas Mahkamah meyakini bahwa Perpu 1/2020 telah menjadi UU 

2/2020;  

 

[3.10]  Menimbang bahwa dengan diundangkannya UU 2/2020 maka Perpu 

1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat 

permohonan Para Pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas 

Perpu 1/2020 telah kehilangan objek. 

 

[3.11]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 

mengajukan permohonan a quo, namun disebabkan permohonan Para Pemohon 

telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok 
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permohonan Para Pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan 

tidak pula dipertimbangkan. 

  

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.  

 

 

 

 

 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2020 
 

 


